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LAMPIRAN 

 

Mengenai hal tersebut peneliti menggunakan Rumus Dean J. Champion 

mengemukakan tingkat kesesuaian sebagai berikut : 

1. 0%-25% : berarti pencatatan dan pelaporan keuangan kantor tidak baik 

2. 25%-50% : berarti pencatatan dan pelaporan keuangan kantor kurang baik 

3. 50%-75% : berarti pencatatan dan pelaporan keuangan kantor cukup baik 

4. 75%-100% : berarti pencatatan dan pelaporan keuangan kantor sangat baik 

Berdasarkan table checklist yang penulis paparkan sehingga dapat 

memperlihatkan/menggambarkan penerapan sistem akuntansi keuangan dan 

kualitas laporan keuangan sebagai berikut: 

 

A. Bagaimana Sistem Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Dinas PU. 

Cipta Karya dan Tata Ruang aceh tenggara 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara kantor  transaksi 

keuangan pada Kantor Askot Mandiri Program Tanpa Kumuh (PUPR) Aceh 

Tenggara dilakukan dengan analisis transaksi/identifikasi transaksi. Lalu, Kantor 

Askot Mandiri Program Tanpa Kumuh (PUPR) Aceh Tenggara melaksanakan 

pengidentifikasian terhadap pencatatan.  Dan setiap transaksi keuangan pada 

Kantor Askot didukung oleh bukti transaksi. juga di Kantor Askot Mandiri 

Program Tanpa Kumuh (PUPR) Aceh Tenggara semua transaki keuangan 

dilakukan pencatatan secara kronologis. Berdasarkan hasil wawancara juga  

Kantor Askot Mandiri Program Tanpa Kumuh (PUPR) Aceh Tenggara 

melakukan pengklasifikasian terhadap transaksi yang terjadi? Kantor Askot 

Mandiri Program Tanpa Kumuh (PUPR) Aceh Tenggara melakukan klasifikasi 

atas transaksi sesuai dengan pos masing-masing? 

Pertanyaan 1 : Apakah Sistem akuntansi yang diterapkan oleh Kantor Askot 

Mandiri Program Tanpa Kumuh (PUPR) Aceh Tenggara sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP)?  

 



  
 

 
 

Pertanyaan 2 : Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah 

Daerah yang diterapkan oleh Kantor Askot Mandiri Program Tanpa Kumuh 

(PUPR) Aceh Tenggara sudah baik?  

 

Pertanyaan 3 : Apakah transaksi keuangan pada Kantor Askot Mandiri Program 

Tanpa Kumuh (PUPR) Aceh Tenggara dilakukan dengan analisis 

transaksi/identifikasi transaksi? 

 

Pertanyaan  4 : Apakah Kantor Askot Mandiri Program Tanpa Kumuh (PUPR) 

Aceh Tenggara melaksanakan pengidentifikasian terhadap pencatatan.? 

 

Pertanyaan 5 : Apakah setiap transaksi keuangan pada Kantor Askot didukung 

oleh bukti transaksi? 

 

Pertanyaan 6 : Apakah di Kantor Askot Mandiri Program Tanpa Kumuh (PUPR) 

Aceh Tenggara semua transaki keuangan dilakukan pencatatan secara 

kronologis? 

 

Pertanyaan 7 : Apakah Kantor Askot Mandiri Program Tanpa Kumuh (PUPR) 

Aceh Tenggara melakukan pengklasifikasian terhadap transaksi yang terjadi?  

 

Pertanyaan 8 : Apakah Kantor Askot Mandiri Program Tanpa Kumuh (PUPR) 

Aceh Tenggara melakukan klasifikasi atas transaksi sesuai dengan pos masing-

masing? 

 

Pertanyaan 9 : Apakah Sumber Daya Manusia yang ada di Kantor  memiliki 

kualitas yang baik ? khususnya dalam pencatatan dan pelaporan , dalam 

kemampuan bidang akuntansi?  

 

Pertanyaan 10 : Apakah Kantor mengikuti suatu kegiatan dalam rangka 

meningkatkan kualitas laporan keuangan? 



  
 

 
 

 

Jawaban : 

1. Sistem Akuntansi yang diterapkan di kantor Askot Mandiri sesuai dengan 

SAP, dimana pencatatan pelaporan keuangan menggunakan basis kas 

untuk pengakuan pendapatan, asset dan ekuitas (Dana) 

 

2. Penerapan sistem akuntansi keuangan di kantor Askot Mandiri sangat 

baik, dimana setiap tahunnya dilakuakan Audit oleh KAP 

 

3. Transaksi keuangan di kantor Askot Mandiri dilakukan dengan identifikasi 

transaksi 

 

4. Ya, kantor Askot Mandiri tetap melaksanakan pengidentifikasian terhadap 

setiap pencatatan laporan keuangan 

 

5. Ya, setiap transaksi keuangan di kantor Askot Mandiri di dukung oleh 

bukti transaksi 

 

6. Ya, semua transaksi yang ada di kantor Askot Mandiri dilakukan 

pencatatan secara kronologis 

 

7. Ya, kantor Askot Mandiri melakukan pengklasifikasian atas transaksi yang 

terjadi di kantor Askot Mandiri 

 

8. Ya, Kantor Askot Mandiri melakukan klasifikasi atas transaksi sesuai 

dengan pos masing-masing yang ada di kantor Askot Mandiri 

 

9. Ya, Sumber Daya Manusia di kantor Askot Mandiri berkualitas baik dalam 

menyajikan pencatatan dan pelaporan keuangan 

 



  
 

 
 

 

10. Ya, kantor Askot Mandiri mengikuti suatu kegiatan dalam rangka untuk 

meningkatkan kualitas pelaporan keuangan 

 

 

B. Bagaimana penerapan standar akuntansi sector publik dalam hal ini ISAK 

35 ? 

Berdasarkan laporan keuangan kantor askot mandiri bahwa  penerapan 

standar akuntansi sector publik dalam hal ini ISAK 35 belum terlaksana 

Menurut hasil penelitian dan wawancara Kantor mengikuti suatu kegiatan dalam 

rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan sesuai dengan Standar ISAK 35. 

 Menurut hasil penelitian Kantor Askot Mandiri Dinas PU. Cipta Karya 

dan Tata Ruang aceh tenggara belum menerapkan standar akuntansi sector 

publik dalam hal ini ISAK 35 

 

Pertanyaan 11: Apakah Sistem akuntansi yang diterapkan oleh Kantor Askot 

Mandiri Program Tanpa Kumuh (PUPR) Aceh Tenggara sudah sesuai dengan 

Standar ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba 

disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 26 September 

2018 ? 

Pertanyaan 12 : Apakah Kantor mengikuti suatu kegiatan dalam rangka 

meningkatkan kualitas laporan keuangan sesuai dengan Standar ISAK 35 ? 

 

Jawaban : 

 

11.  Menurut  hasil penelitian Sistem Akuntansi yang diterapkan di kantor Askot 

Mandiri belum sesuai dengan ISAK 35 dimana pelaporan keuangan yang 

menunjukan laporan posisi keuangan 

 

12. Tidak , kantor Askot Mandiri belum mengikuti suatu kegiatan dalam rangka 

untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan 



  
 

 
 

 

 

C. Apakah Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang aceh tenggara telah 

melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai acuan? 

 

Pertanyaan 13 : Apakah sistem pengendalian dilakukan dalam mengukur dan 

melaporkan pencatatan? 

 

Pertanyaan 14 : Apakah pembuatan laporan keuangan dilakukan setiap periode 

akuntansi ? 

 

Pertanyaan 15 : Apakah pelaporan Laporan keuangan dilakukan secara konsisten 

dan periodik ? 

 

Pertanyaan 16 : Apakah laporan keuangan menyediakan informasi yang dapat 

mengoreksi aktifitas keuangan dimasa lalu ? 

 

Pertanyaan 17 : Apakah laporan keuangan menyediakan informasi yang mampu 

memprediksi masa yang akan datang ? 

 

Pertanyaan 18 : Apakah Penyajian laporan keuangan tepat waktu sesuai periode 

akuntansi ? 

 

Pertanyaan 19 : Apakah laporan keuangan menghasilkan informasi yang lengkap 

mencakup semua informasi yang dibutuhkan guna pengembalian keputusan ? 

 

Pertanyaan 20 : Apakah laporan keuangan menghasilkan informasi yang wajar 

dan jujur ? 



  
 

 
 

 

Pertanyaan 21 : Apakah Informasi laporan keuangan apabila diuji oleh         pihak 

berbeda akan mewujudkkan simpulan yang berbeda ? 

 

Pertanyaan 22 : Apakah informasi laporan keuangan berpihak pada kebutuhan 

pihak tertentu ? 

 

Pertanyaan 23: Apakah laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat di 

bandingkan dengan laporan keuangan periode  sebelumnya ? 

 

Pertanyaan 24 : Apakah laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat 

dibandingkan dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan akuntansi yang 

sama ?  

 

Pertanyaan 25 : Apakah informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan dapat 

dipahami dengan jelas. ? 

 

Pertanyaan 26 : Apakah laporan keuangan yang dihasilkan oleh Kantor Askot 

Mandiri Program Tanpa Kumuh (PUPR) Aceh Tenggara sudah disajikan dalam 

bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna ? 

 

Jawaban : 

Sistem pengendalian dilakukan dengan cara pengukuran kinerja keuangan 

 

13. Ya, pelaporan keuangan di kantor Askot Mandiri dilakukan setiap periode 

akuntansi 

 

14. Ya, pelaporan keuangan di kantor Askot Mandiri dilakukan secara 

konsisten dan periodik 

 



  
 

 
 

15. Ya, pelaporan keuangan di kantor Askot Mandiri dapat mengoreksi 

keuangan di masa lalu  

16. Ya, laporan keuangan di kantor Askot mandiri dapat menyediakan 

informasi untuk masa yang akan datang 

 

17. Ya, penyajian laporan keuangan di kantor askot mandiri sesuai dengan 

periode akuntansi 

 

18. Ya, laporan keuangan di kantor askot mandiri dapat menghasilkan 

informasi yang lengkap guna untuk pengambilan keputusan 

 

19. Ya, laporan keuangan di kantor Askot Mandiri dapat menghasilkan 

informasi yang wajar dan jelas 

 

20. Tidak, karena setiap tahunnya dilakukan Audit oleh KAP dan menunjukan 

kesimpulan yang sama 

 

21. Tidak, informasi laporan keuangan di Kantor Askot Mandiri di butuhkan 

oleh semua pihak 

 

22. Ya, laporan keuangan di kantor Askot Mandiri dapat menghasilkan 

informasi yang dapat membandingkan dengan laporan keuangan periode 

sebelumnya 

 

23. Ya, 

 

 

24. Ya, laporan keuangan di kantor Askot Mandiri dapat menghasilkan 

informasi yang jelas dan dapat di pahami 

 



  
 

 
 

25. Ya, laporan keuangan di kantor Askot Mandiri dapat di sajikan dalam 

bentuk yang mudah di pahami para penggunanya 

 

 

Untuk menghitung persentase tingkat kesesuaian berdasarkan Rumus  

Dean J. Champion yaitu : 

     ∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐽𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎 
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =          

∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐽𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑙𝑖𝑡𝑖𝑎𝑛 
𝑥100 

 
 

 22 
                                               "𝑌𝑎" = 

24 
𝑥100 = 91,7 % 

 

    2 
                                         "𝑇𝑖𝑑𝑎𝑘" = 

24 
𝑥100  = 8,3% 

 

Berdasarkan hasil persentase yang diperoleh dari perhitungan jawaban 

diatas yaitu 91,7% jawaban menyatakan “Ya”. Sedangkan 8,3 % jawaban 

wawancara menyatakan “Tidak” maka penulis menarik kesimpulan bahwa 

Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan  di Kantor Askot Mandiri Program Tanpa 

Kumuh (PUPR) Aceh Tenggara telah dinilai sangat   baik 

 

lalu  

Wirja Wahyu Pratama (2020) Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 

Tujuan penelitian ini berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas 

adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan 

pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di Kantor 

Camat Semadam Kabupaten Aceh Tenggara,  Penerapan Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah yang dilakukan oleh Kantor Camat Semadam sudah baik begitu 

juga dengan output yang dihasilkanya yaitu Laporan Keuangan Kecamatan 

Semadam Kabupaten Aceh Tenggara, akan tetapi pelaksaan di lapangan bahwa 



  
 

 
 

yang mengimput atau mengelola sistem tersebut dilakukan oleh pihak lain yaitu 

pihak bagian Bagian Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tenggara 

 

Vini Oksilia Tandayu, Meily Y.B Kalalo (2019), Analisis Penerapan Sistem 

Akuntansi Pemerintah Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten Bolaang Mongodow, Hasil menunjukkan kualitas Pelaporan di 

Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolmong 

sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dimana 

pemerintah bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih 

dipercaya, akurat, komprehensif, dan relevan 

 

Rosmalin da (2019) Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah 

Daerah  Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah DaerahPada 

Rumah  Sakit umum Daerah Kayu Agung Kabupaten OKI, Menunjukkan bahwa 

penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dalam meningkatkan 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada rumah sakit umum daerah 

(RSUD) Kayu Agung kabupaten Oki tidak sesuai dengan prosedur pendapatan 

daerah dan prosedur belanja daerah 

Fitri Ningsih (2013), Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah  

Pada Kantor Camat Pendalian  IV  Koto  Kabupaten Rokan Hulu, Bahwa 

penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah pada Kantor Camat Pendalian 

IV Koto Kabupaten Rokan Hulu belum sesuai dengan peraturan pemerintah 

nomor 24 tahun 2005 dan peraturan Mentri Dalam Negeri nomor 

13 tahun 2006 



 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
 

 
 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


